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ANOMI DAN ANOMALI REFORMASI

Sejak reformasi 1998 sebagai respons terhadap krisis multi dimensi yang terjadi pada tahun 1997-1998, berbagai upaya di semua sektor telah dilakukan terutama oleh negara, di samping oleh masyarakat dan dunia usaha.. Reformasi menyeluruh yang dilakukan, di samping membawa dampak positif yang menguntungkan dan menggembirakan, tidak dapat disangkal telah membongkar seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan bernegara sehingga tanpa disadari telah menyebabkan pula terjadinya keadaan anomie dan anomali di semua sektor kehidupan. Beberapa dampak yang tidak kita kehendaki itu adalah:
1. Terjadinya krisis akhlak di seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Pasca reformasi (sekarang), bangsa kita menghadapi krisis moral, krisis kejiwaan, krisis nurani dan ruhani. Peri kehidupan semakin bersifat sarwa benda tanpa kedalaman makna. Peri kehidupan politik, hukum, dan ekonomi tumbuh dan berkembang tanpa substansi. Sistem demokrasi cenderung hanya diselenggarakan secara prosedural, peradilan hanya dilakukan untuk menghasilkan keadilan formal, para penegak hukum hanya menegakkan peraturan, bukan keadilan, dan dunia usaha juga hanya berorientasi pada hak dan keuntungan materi yang bersifat instan dan berjangka pendek.

2. Timbulnya ketimpangan dan semakin melebarnya jarak antara institusi, tradisi, dan sistem norma..
a. Perubahan yang cepat dan mendasar selama dasawarsa terakhir telah menyebabkan banyaknya norma lama yang ditinggalkan, sementara pelbagai norma baru belum terbentuk atau belum terlembagakan dan mentradisi dalam perilaku nyata (tradisi). Dalam proses peralihan itu timbul keadaan anomi atau keadaan yang seolah tanpa aturan (anomi).
b. Demikian pula institusi lama telah menanggalkan sebagian fungsinya, tetapi institusi yang baru belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya menyebabkan timbulnya keadaan anomali kelembagaan negara dan pemerintahan. Akibatnya banyak fungsi yang tidak ada lembaga yang menanganinya, sementara banyak pula fungsi yang telalu banyak lembaga yang menanganinya secara tumpang tindih sehingga menimbulkan keadaan anomali kelembagaan.

c. Timbul kebiasaan bahwa hukum dibuat tidak untuk ditaati. Para penegak hukum juga tidak menegakkan hukum, melainkan hanya menegakkan peraturan. Institusi dibentuk tidak didukung oleh tradisi yang hidup dalam perilaku masyarakat. Tradisi sama sekali tidak dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam membuat segala aturan yang bersifat normatif. 

d. Baik karena gelombang pengaruh globalisasi maupun karena kebijakan demokratisasi dan desentralisasi yang diterapkan telah menyebabkan beban rule of law berkembang sangat berat. Semua impian dan harapan mengenai perilaku ideal dalam masyarakat dibebankan sepenuhnya kepada norma hukum dengan asumsi bahwa hukum adalah segala-galanya, sedangkan infra struktur dan praktik rule of ethics belum terbentuk dan mentradisi secara meluas dalam masyarakat. Karena itu, infra struktur etika penting dikembangkan untuk mengurangi beban sistem norma hukum.
3. Belum meluasnya kesadaran mengenai keseimbangan peran antara negara, civil society dan pasar dalam kehidupan modern yang tercermin dalam ketidakseimbangan dalam upaya reformasi yang terkait dengan peran negara, masyarakat, dan dunia usaha.

a. Negara mengalami reformasi besar-besaran tetapi kekuatan civil society dan dunia usaha belum ditata ulang secara serius sehingga dapat mengimbangi peran negara. 

b. Organisasi masyarakat dan dunia usaha masih memperlakukan negara dalam posisi yanng telalu dominan, sehingga menjadi penyelenggara negara masih dianggap sebagai satu-satunya cita-cita yang layak diimpikan, baik oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh dunia usaha.
c. Perekonomian semakin terintegrasi ke dalam ekonomi regional dan global, tetapi belum efektif keterkaitannya dengan ekonomi lokal dan nasional. Akibatnya dunia usaha hanya berfungsi sebagai instrumen kekuatan ekonomi global.

4. Ketidakseimbangan antara reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum, dan budaya.

a. Reformasi terlalu dititikberatkan pada bidang politik dan ekonomi, tetapi kurang pada hukum dan bahkan tidak pada budaya.

b. Reformasi hukum menyangkut (i) tidak hanya law reform, tetapi juga judicial reform; (ii) agenda penegakan hukum dimana aparat hukum tidak hanya menegakkan peraturan tetapi menegakkan keadilan (iii) tidak hanya pembentukan sistem aturan baru secara tambal sulam, tetapi haruslah bersifat terpadu, baik dalam policy making process maupun dalam policy executing process; (iv) sistem etika di sektror publik, (v) tatakelola kelembagaan hukum dan peradilan (judicial governance).
TANTANGAN PERIODE 2009-2014

1. Tahun 2009 tanpa terasa akan berlalu. Waktu berjalan sangat cepat. Namun, patut dicatat bahwa pada prinsipnya:
a. Waktu tempuh perjalanan semua bangsa adalah sama, tetapi tidak semua bangsa mencapai tarap perkembangan yang sama dalam waktu tempuh yang sama;
b. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, kecepatan waktu tempuh dari masa ke masa terus menerus mengalami percepatan. Jika Amerika Serikat membutuhkan waktu dua abad untuk menghapuskan sama sekali praktik diskriminasi rasial, bangsa kita dewasa ini pasti membutuhka waktu lebih cepat, yaitu hanya dalam waktu beberapa tahun saja.
2. Periode 2009-2014 sangat krusial dan akan menentukan arah perjalanan bangsa kita ke masa-masa selanjutnya dengan sistem demokrasi yang berjalan normal, perkembangan ekonomi yang tidak lagi pincang, dan kekuatan budaya nasional yang lebih tangguh dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat pengaruhnya atas semua peri-kehidupan nasional. Jika selama periode 2009-1014 ini kita berhasil mengelola dan menuntaskan agenda demokratisasi dengan tepat, kita tidak akan menghadapi kesulitan mengelola kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa pada periode-periode sesudahnya. Sebaliknya, jika kita gagal, agenda demokrasi akan mengalami kehancuran dan menghancurkan.
3. Tahun 2009 merupakan tahun pemilu dalam rangka peralihan generasi kepemimpinan yang sukses mengantarkan pemerintahan baru dengan membawa harapan yang menggembirakan. Namun demikian, ketika harapan demikian besar ditumpahkan, ternyata kita harus mengakhiri tahun 2009 ini dengan penuh kekalutan dan kesia-siaan. Skandal demi skandal menyita waktu kita dari bulan ke bulan dengan tidak produktif. Kita memulai periode 2009-2014 dengan tidak sempurna. Sangat disayangkan jika kasus Bank Century terus menyita waktu kita selama tahun 2010, padahal harapan kita tinggal tahun 2010 dan 2011 yang akan kita masuki sebentar lagi. Tahun 2010 akan menentukan kemampuan kita untuk melangkah maju ke tahun 2011 sebagai tahun terakhir kita bekerja serius menata kembali kehidupan kenegaraan. Sebab pada tahun 2012-2013, semua orang sudah mulai memasang ancang-ancang sebagai persiapan untuk menghadapi tahun pemilu 2014.

4. Karena itu, sekarang lah saatnya bagi para pengambil-keputusan, baik di cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk mulai menyadari pentingnya langkah aksi yang konkrit untuk berbenah diri dengan segala kesungguhan di tahun 2010 ini. Berikanlah segala yang terbaik kepada negara lebih dari yang seharusnya, dan ambillah dari negara tidak lebih dari hak masing-masing. 
5. Jabatan adalah amanah yang berisi tanggungjawab, bukan hak yang pantas untuk dinikmati dengan tanpa perasaan malu. Jabatan juga bukanlah harta karun yang pantas diperebutkan dan dibagi-bagikan kepada sesama kerabat dan sahabat. Jabatan adalah amanah dan karena itu hanya pantas untuk diamanahkan kepada mereka yang dapat bekerja.

6. Jabatan memerlukan orang yang bersedia hanya mengerjakan apa yang dikatakan, dan hanya mengatakan apa yang dikerjakan. Jabatan seharusnya tidak diserahkan kepada mereka yang hanya pandai berkata-kata tanpa aksi atau mereka yang hanya melakukan hal-hal yang ia sendiri tidak mau orang lain tahu apa yang dlakukannya.
MENGARAHKAN HALUAN NEGARA
1. Sesuai harapan panitia sarasehan ini, saya harus mengemukakan pendapat mengenai persoalan haluan negara yang sekarang di masa reformasi, seperti juga Pancasila, sudah jarang dibicarakan orang. Haluan negara adalah kebijakan yang harus dirumuskan (policy making) dan dilaksanakan (policy executing) sebagai suatu sistem bernegara. Suatu haluan negara, agar bersifat mengikat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, selalu atau haruslah dituangkan atau  dirumuskan dalam bentuk (i) directive principles, (ii) general norms, dan/atau (iii) program-program jangka panjang dan menengah yang didukung oleh (iv) rencana anggaran (budget) tahunan yang bersifat konkrit dalam bentuk UU APBN dan PERDA APBD.

2. Secara hukum (general norms), haluan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi sampai ke peraturan terendah. Dulu di masa Orde Baru, ada (i) TAP MPR/S sebagai haluan negara di luar konstitusi, dan (ii) GBHN sebagai program yang dituangkan dalam bentuk TAP MPR, serta (iii) APBN yang dituangkan dalam bentuk UU. Sekarang bentuk hukum haluan negara harus dipahami tertuang dalam (i) UUD 1945, (ii) Semua UU dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, (iii) UU Perencanaan Pembangunan dan UU RJPPM, serta (iv) APBN/APBD yang dituangkan dalam bentuk (a) UU APBN dan (b) PERDA APBD.
3. Dengan demikian, di masa reformasi sekarang, kita tetap mempunyai garis besar haluan negara yang tersebar dalam rumusan peraturan-peraturan tersebut di atas. Namun demikian, persoalan kita adalah (i) bagaimana keseluruhan haluan negara yang tersebar itu dapat terintegrasi dalam pemahaman kita tentang haluan negara, (ii) bagaimana kualitas rumusan operasional haluan negara itu dibangun, dan (iii) bagaimana semua peraturan perundang-undangan serta RJPM dan APBN/APBD tersebut sebagai wadah penuangan kebijakan atau haluan negara itu dapat dipahami sebagai bentuk formal yang berisi roh, jiwa, dan substansi. Artinya, pemahaman kita tentang haluan negara dalam bentuknya yang formal itu haruslah mencakup roh atau substansi haluan negara yang secara integral diarahkan untuk mencapai empat tujuan bernegara (memberikan jaminan perlindungan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan aktif dalam bergaul di dunia) dan berdasarkan lima sila Pancasila.

4. Perencanaan haluan negara secara menyeluruh mencakup haluan negara dalam rangka memberi arah bagi kehidupan bernegara, peri kehidupan bermasyarakat, dan dunia usaha. Karena itu, dimensi perencanaan haluan negara haruslah mencakup politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya. Arah pembangunan haruslah mencakup haluan dalam penyelenggaraan negara, aktifitas masyarakat, dan dunia usaha, baik menyangkut aspek tradisi, institusi, maupun sistem norma.

5. Semua aparat penyelenggara negara di satu pihak perlu memahami prinsip rule of law, not of man, tetapi pada saat yang sama perlu pula disadari bahwa ‘the man behind the guns’ sangat menentukan bekerjanya sistem yang berlaku. Kita harus bekerja dalam kerangka sistem dan dalam rangka mengembangkan sistem, tetapi para penyandang jabatan dalam sistem itu harus berusaha menjadi teladan dalam menepati dan menjalankan sistem aturan yang telah disepakati. Bahkan dalam kultur demokrasi yang baru tumbuh, faktor keteladanan menempati posisi yang lebih menentukan. Hanya untuk itu kita pantas menyandang suatu jabatan publik, bukan untuk menikmati dan berbangga-bangga diri dengan jabatan yang diemban.
6. Tahun 2010 sangat menentukan arah perjalanan bangsa dan negara kita ke tahun-tahun berikut, apakah akan berhasil melakukan konsolidasi di segala bidang atau terus menerus terjebak oleh agenda-agenda jangka pendek, parsial, dan hanya untuk keuntungan pramatis kelompok, golongan atau pun partai sendiri. Tahun 2009 penuh dengan kekalutan, terutama di bidang hukum dan peradilan. Padahal demokrasi tidak dapat tumbuh sehat tanpa diimbangi oleh tegaknya rule of law secara terpercaya. Semua penentu kebijakan hendaknya dapat mengisi tahun 2010 mendatang dengan upaya pembenahan serius terhadap dunia hukum dan peradilan kita. Keruntuhan kepercayaan masyarakat akan dunia hukum dan peradilan dapat dikatakan telah mencapai titik nadir yang terendah pada tahun 2009. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memasuki tahun 2010 dengan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan hukum dan peradilan serta konsolidasi sistem demokrasi.
7. Mari kita memasuki tahun baru 2010 dengan cara bekerja dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik di bidang kita masing-masing. Kita harus bersedia berbagi tugas, dan sekali kita mendapat amanah untuk mengerjakan sesuatu maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan itqon, di semua bidang, di semua lini, di semua lapisan. Mari kita mulai langkah-langkah yang bernurani, berkarakter, berakhlak dalam memasuki tahun 2010. Mari kita kembangkan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan keadilan yang substansial, agar kesejahteraan rakyat dapat benar-benar meningkat untuk kepentingan bersama.
� Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia, mantan Ketua MK-RI dalam sarasehan DPP GOLKAR, 30 Desember 2009 di Hotel Sulthan Jakarta.
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